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FATWA 

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor 16 Tahun 2005 

Tentang 

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah : 
Menimbang : 1. bahwa penyakit poliomyelitis (polio) yang 


disebabkan oleh virus polio liar, dewasa 
ini telah menyebar secara luas pada 
tingkat yang mengkhawatirkan dan telah 
menyerang terutama pada anak-anak 
yang mengakibatkan kelumpuhan tetap 
sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan 
generasi yang lemah (dhu’afa) di masa yang 
akan datang; 

2. bahwa pencegahan penyakit polio seperti 
tersebut diatas secara efektif dan efisien 
hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi 
dengan vaksin polio, karena sampai saat 
ini belum ada obat dan cara lain yang 
dapat digunakan untuk mencegah penyakit 
tersebut; 

3. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi 
saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, 
masih menggunakan media dan proses yang 
belum sepenuhnya sesuai dengan syariat 
Islam, antara lain dengan menggunakan 
media jaringan ginjal kera; 
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Mengingat : 


4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI 
memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang status hukum penggunaan OPV 
tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, 
umat Islam dan pihak-pihak lain yang 
memerlukannya. 

1. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 

pb jji- jijS d £4» j V! «U |«J dil Ols Ijjla f 
0* ^ 4 'jj) 

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat 
penyakit kecuali membuat pula obatnya 
selain satu penyakit, yaitu pikun” (HR.Abu 
Daud dari Usamah bin Syarik). 

tpIjS plS j£j JUr} pl}jjl} pIjOl Jjjf dll 01 

(jbjOJl yf JP Jjb y\ a\jj) Vj 

“Allah telah menurunkan penyakit dan 
obat, serta menjadikan obat bagi setiap 
penyakit; maka, berobatlah danjanganlah 
berobat dengan benda yang haram” (HR. 
Abu Daud dari Abu Darda’). 

'^J]\ jUyb AjAJl IjjStU J jkp "j* f/ljf f. Oi 
l^il jjl ^ \y j£jr ofj pUL p-Uj <uIp dJl 

yi y^' o* 4, JJ) • ■ • 

“Sekelompok orang dari suku ‘Ukl atau 
‘Urainah datang dan tidak cocok dengan 
udara Madinah (sehingga mereka jatuh 
sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan 
agar mereka diberi unta perah dan (agar 
mereka) meminum air kencing dan unta 
tersebut...” (HR. al-Bukhari dari Anas bin 
Malik). 

aljj) s-lib d Jjjf V) pb dJl Jjjf J 
Os-'a 

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit 
kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. 
al-Bukhari dari Abu Hurairah). 
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OIS" Ojj c» j C>j lijilli I 015" 0} 

^ j O* 4 'jj) Utjb* 

(pi^j aJTj Up iiii j^> 

“Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju 
sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju 
itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa’i dari 
Maimu-nah isteri Nabi s.a.w.) 

2. Kaidah-kaidah fiqh: 

jLUj ^ilu jjjd I 

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.” 

J'ji jj* 3 ^ 

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.” 

jyj 

“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.” 

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 

lij-UL) jJjb 0jl U 

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar 
(kebutuhan )-nya.” 

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000- 
2005. 

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama yang menyatakan; 
antara lain: 

1. keharaman menggunakan benda najis 
atau yang diharamkan untuk obat: 

J fi jlsj Sy. s k>jJi ju 

Jlij .cjllkll Jj-I aUI Jt S 1 ( _ r j>p j 4 J Sl 

^-1 5_LS' 4l>i ^ jj' 

(c£ »' jj) (* /■ 

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak 
halal meminum air seni manusia untuk 
(mengobati) suatu penyakit yang 
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diderita, sebab itu adalah najis; Allah 
berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang 
baik-baik (suci)...’ (QS. al-Ma’idah [5]: 
5)”; dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata 
tentang sakar (minuman keras), Allah 
tidak menjadikan obatmu pada sesuatu 
yang diharamkan atasmu” (Riwayat 
Imam al-Bukhari). 

2. kebolehan menggunakan benda najis 
atau yang di-haramkan untuk obat 
ketika belum ada benda suci yang dapat 
menggantikannya: 

jjn IjaJl Jjb JjS* jjb- 

“Berobat dengan benda najis adalah 
boleh ketika belum ada benda suci yang 
dapat menggantikannya” (Muhammad 
al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al- 
Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, 
h.79). 

{j* j 

“Boleh berobat dengan benda-benda 
najis jika belum menemukan benda suci 
yang dapat menggantikan-nya, karena 
maslahat kesehatan dan keselamatan 
lebih sempurna (lebih diutamakan) dari 
pada maslahat menjauhi benda najis” 
(al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al- 
Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: 
Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 
81). 

3. kewajiban atas setiap ibu yang baru 
melahirkan untuk memberikan air susu 
yang pertama keluar (colostrum, al-liba’- 
- Uji) kepada anaknya: 

(tlJl UjJj (0^3) 

'A'j\ 'Sj J'jlSl 

Olp ^ J 13 ^ • • • 
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.jj <4*! ALiJj tSyk ' ii $ y 

“wajib atas ibu untuk memberikan co- 
lostrum (al-liba’— Uli ) kepada anaknya, 
yaitu air susu yang keluar pertama 
setelah melahirkan, karena pada um- 
umnya anak tidak bisa hidup tanpa 
colostrum tersebut... yang dimaksud — 
sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi’i— 
bahwa pada umumnya anak tidak bisa 
hidup tanpa colostrum atau fisik anak 
tidak bisa kuat dan kebal kecuali den- 
gan colostrum” (Abu Zakaria bin Syaraf 
al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, berikut 
syarahnya oleh Muhammad al-Khathib 
al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: 
Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449). 

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS 
VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ 
tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi 
kepentingan obat-obatan dan kosmetika. 

3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 
1048/MENKES/ VII/2005, tanggal 13 
Juli 2005, serta penjelasan dari pihak 
Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular 
dan Penyehatan Lingkungan Departemen 
Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, 
LP.POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, 
Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H./25 Juli 
2005; antara lain: 

a. Pemerintah saat ini sedang berupaya 
melakukan pembasmian penyakit 
Polio dari masyarakat secara serentak 
di seluruh wilayah tanah air melalui 
program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 
dengan cara pemberian dua tetes vaksin 
Polio oral (melalui saluran pencernaan). 

b. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditang- 
gulangi, akan menyebabkan kelumpu- 
han menetap pada mereka yang mende- 
ritanya. 

4. Kesepakatan pada World Health Assembly 
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ke 57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia 
Bebas Polio pada tahun 2008. 

5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam 
rapat tanggal 25 Juli 2005/18 Jumadil Akhir 
1426 H. 


Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 


MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN 

VAKSIN POLIO ORAL (OPV) 


Pertama : Ketentuan Hukum 

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang 
berasal dari —atau mengandung— benda najis ataupun benda 
terkena najis adalah haram. 

2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat 
ini, dibolehkan, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang 
produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan 
syariat Islam. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Kedua : Rekomendasi (Taushiyah) 

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama 

WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar 

memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam. 


Ditetapkan : Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1426 H 
25 Juli 2005 M 


KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. Ma’ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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